KORUPSI ANGGARAN PERJALANAN DINAS, MANTAN PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU
TENGKU FAUZAN DIVONIS 6 TAHUN PENJARA

KORUPSI

Sumber gambar:
https://www.antaranews.com/berita/2258582/fahri-hamzah-indonesia-harus-susun-ide-pemberantasan-
korupsi-sistemik

Mantan Pelaksana Tugas (PIt) Sekretaris DPRD Riau, Tengku Fauzan Tambusali,
divonis 6 tahun penjara oleh hakim. Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi
anggaran perjalanan dinas Rp2,3 miliar.

Vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Jimmi Maruli pada persidangan, Senin
(18/11/2024).

Majelis hakim menyatakan Tengku Fauzan bersalah sebagaimana Pasal 2 ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2021 atas perubahan UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menyatakan terdakwa Tengku Fauzan Tambusai bersalah melakukan tindak pidana
korupsi. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun, dipotong masa
penahanan yang telah dijalankan,™ ujar Jimmi.

Selain penjara, hakim juga menghukum Tengku Fauzan membayar denda Rp200
juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan. Tidak hanya itu,
Tengku Fauzan diberi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara
sebesar Rp2.353.826.140.
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"Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa disita
dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak mencukupi diganti pidana penjara
selama 2 tahun 10 bulan,” jelas Jimmi.

Atas vonis hakim itu, Tengku Fauzan melalui penasehat hukumnya menyatakan
pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan Jaksa penuntut umum (JPU) Dewi Shinta
Dame dan Yuliana.

Hukuman dari hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa
dituntut 8 tahun penjara, denda Rp300 juta atau diganti kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, Tengku Fauzan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara
sebesar Rp2.353.826.140. Dengan ketentuan jika dibayar diganti penjara selama 4 tahun.

Diberitakan sebelumnya, Tengku Fauzan ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Mei
2024 oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Pada hari yang sama, ia
langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas | Pekanbaru.

Selama menjabat sebagai PIt Sekretaris DPRD Riau pada September hingga
November 2022, Tengku Fauzan memerintahkan bawahannya untuk memalsukan dokumen
perjalanan dinas, termasuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD), kwitansi, tiket transportasi, dan dokumen lainnya.

Dokumen-dokumen itu digunakan untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas
yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Tengku
Fauzan menandatangani dokumen pertanggungjawaban.

Selanjutnya, dia menginstruksikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
bendahara pengeluaran untuk mencairkan dana ke Bank Riau tanpa melalui prosedur
verifikasi yang seharusnya.

Setelah uang kegiatan perjalanan dinas masuk ke rekening pegawai yang namanya
dicatut atau dipakai dalam perjalanan dinas fiktif tersebut, setiap pencairan dilakukan
pemotongan sebesar Rpl1,5 juta dan diberikan kepada nama-nama pegawai yang dimaksud,
sebagai upah tanda tangan.

Pencairan uang perjalanan dinas fiktif tersebut Rp2,8 miliar lebih. Setelah diberikan
Rpl1,5 miliar kepada nama-nama yang dicatut, sisanya Rp2,3 miliar lebih, digunaan Fauzan
digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Hasil audit, kerugian negara akibat
perbuatan itu sebesar Rp2.332.826.140.

Tindakan Tengku Fauzan bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020, yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah.
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Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/117175/2024/11/18/korupsi-anggaran-
perjalanan-dinas-mantan-plt-sekretaris-dprd-riau-tengku-fauzan-divonis-6-
tahun#sthash. TwycpGSe.w96YIzKV.dpbs, Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas,
Mantan Plt Sekretaris DPRD Riau Tengku Fauzan Divonis 6 Tahun Penjara, 18
November 2024;

2. https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/368249/korupsi-anggaran-perjalanan-
dinas-mantan-plt-sekretaris-dprd-riau-tengku-fauzan-divonis-6-tahun-penjara, Korupsi
Anggaran Perjalanan Dinas, Mantan Plt Sekretaris DPRD Riau Tengku Fauzan
Divonis 6 Tahun Penjara, 18 November 2024.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian
dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut
disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan
kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,
perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu
pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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